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Abstrak

Artikel ini berjudul Standar Pelayanan Puskesmas, yang bermaksud untuk mengetahui standar pelayanan yang
diterapkan di Puskesmas apakah sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pelayanan publik terutama
pada standar pelayanannya, karena masih ditemukannya fenomena yang mengindikasikan kurang maksimalnya
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriftif dengan
menggunakan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kampung Kawat Kecamatan
Tayan Hilir. Adapun Standar Pelayanan yang dimaksud adalah prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya
pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pemberi layanan. Hasil dari penelitian
ini adalah prosedur pelayanan yang masih berbelit, waktu pelayanan kepada pengunjung masih lama, biaya
pelayanan tidak jelas karena tidak diinformasikan, produk pelayanan jasa yang diberikan tidak maksimal, masih
adanya sarana dan prasarana yang tidak layak pakai, dan rata-rata petugas di puskesmas tersebut masih
berpendidikan sederajat SLTA. Penulis merekomendasi dokter dan petugas pelaksana pelayanan bisa meningkatkan
pelayanan terutama dalam hal kedisiplinan karena ketidakdisiplinan dokter dan petugas pelayanan mengakibatkan
pelayanan yang diberikan menjadi lama dan pihak Puskesmas harus memperhatikan standar pelayanan yang ada.

Kata kunci : Standar Pelayanan Puskesmas, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk
pelayanan,  sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi layanan

Abstract

This article titled Service Standard Health Center, which aims to determine the applicable standard of care in the
health center if it is in accordance with the regulations governing the public service, especially on the standard
service, as the discovery of a phenomenon that is still less than the maximum indicates the service provided to the
community. This type of research is a type of descriptive research using qualitative methods approach. The research
was conducted at the district health center Tayan Lower Wire Village. The Service Standards are intended service
procedures, service time, cost of services, product services, facilities and infrastructure, as well as the competence of
personnel service providers. The results of this study are service procedures are still cumbersome, time is still a long
service to visitors, the service charge is not clear because it is not informed, products services provided is not
maximal, there is still infrastructure is not suitable to be used, and the average officer in the health center is still high
school or equivalent education. The author recommends doctors and health care implementers can improve services,
especially in terms of discipline for indiscipline doctors and health care services delivered resulting in a long time,
and the health center should pay attention to the existing service standards.

Keywords: health center service standards, service procedures, service time, cost of services, product services,
facilities and infrastructure, personnel competence providers
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A. PENDAHULUAN

Puskesmas ini dibangun dalam rangka pemenuhan
kebutuhan masyarakat untuk  mendapatkan kesehatan
yang memadai. Pada dasarnya kesehatan merupakan
salah satu aspek yang menentukan tinggi rendahnya
standar hidup seseorang, oleh karena itu, status
kesehatan yang relatif baik dibutuhkan oleh manusia
untuk menopang semua aktivitas hidupnya. Setiap
individu berhak dan berusaha mencapai status
kesehatan tersebut dengan menkonsumsi sejumlah
barang dan jasa kesehatan. Maka dari itu untuk
mencapai kondisi kesehatan yang baik tersebut
dibutuhkan sarana kesehatan yang baik pula.
Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan
umum merupakan hak bagi setiap warga negara.
Karenanya, pembangunan kesehatan merupakan
salah satu upaya pembangunan sosial yang diarahkan
guna tercapainya kesadaran, kemauan dan
kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk
agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum
dari tujuan nasional dan  modal pelaksanaan
pembangunan itu sendiri. Pembangunan kesehatan
masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama antara
pemerintah dan seluruh rakyat. Kesehatan adalah
pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat
kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk
semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan
aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan
layanan yang bermutu dan mudah didapatkan setiap
saat. Salah satu wujud nyata penyediaan layanan
publik di bidang kesehatan adalah adanya Puskesmas.
Tujuan utama dari adanya Puskesmas adalah
menyediakan layanan kesehatan yang bermutu
namun dengan biaya yanng relatif terjangkau untuk
masyarakat, terutama masyarakat dengan kelas
ekonomi menengah ke bawah . Berdasarkan
penjelasan di atas bahwasanya setiap masyarakat
berhak mendapat perlakuan yang memuaskan dalam
memperoleh haknya untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan. Puskesmas Kampung Kawat adalah
puskesmas induk di Kecamatan Tayan Hilir sehingga
menjadikan Puskesmas Kampung Kawat  salah satu
pusat pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan
terpadu kepada masyarakat, baik rawat jalan maupun
rawat inapnya. Puskesamas Kampung Kawat dalam
kesehariannya memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat namun pelayanan tersebut belum
maksimal seperti yang diharapkan. Berdasarkan hasil
pengamatan sementara yang di lakukan peneliti
bahwa terdapat fenomena-fenomena atau gejala-
gejala yang menunjukan kurangnya tingkat pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat, seperti susahnya

untuk bertemu dengan dokter, karena dokter yang
bertugas  tidak ada di tempat dan masyarakat tersebut
harus menunggu, sedangkan mereka membutuhkan
pelayanan kesehatan yang harus segera didapatkan
oleh masyarakat karena ini menyangkut hidup mati
seseorang. Selain tenaga dokter yang sering tidak ada
di tempat, pegawai administrasinya juga sering keluar
diwaktu jam kerja sehingga mengakibatkan loket-
loket yang seharusnya diisi oleh pegawai-pegawai
tersebut namun pada kenyataannya loket-loket itu
kosong, sehingga pengunjung  yang tadinya ingin
segera mendapatkan pelayanan menjadi lambat dan
harus menunggu. Sesuai dengan penjelasan di atas
bahwasanya pelayanan kesehatan adalah pelayanan
publik bersifat mutlak dan erat kaitannya dengan
kesejahteraan masyarakat seharusnya masyarakat
bisa mendapatkan pelayanan tersebut dengan
sesegera mungkin.  Bedasarkan fakta dan dari
observasi yang di lakukan oleh peneliti maka
ditemukan fenomena yang seperti itu sehingga
peneliti menganggap ada permasalahan dalam
pelayanan di puskesmas tersebut. Dengan adanya
fakta seperti itu sehingga peneliti tertarik untuk
mengangkat masalah ini di skripsi. Berdasarkan fakta
dan fenomena itu membuat peneliti berniat untuk
meneliti  pelayanan pusat kesehatan masyarakat
Kampung Kawat di Kecamatan Tayan Hilir
berpatokan dengan Standar Pelayanan yang dimuat
dalam Undang-undang no 25 tahun 2009 pada Bab V
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pasal
21 yang berisikan Kompenen Standar Pelayanan
Sekurang-kurangnya meliputi: a) Prosedur Pelayanan
b) waktu pelayanan c) Biaya Pelayanan d) Produk
Pelayanan e) Sarana dan Prasarana  f) Kompetensi
petugas pemberi layanan

B. KAJIAN LITERATUR

Setiap manusia membutuhkan pelayanan,
bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa
pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
manusia maka dari itu setiap manusia berhak
mendapatkan pelayanan dalam hal ini adalah
pelayanan publik. Pelayanan publik mencakup
berbagai macam pelayanan namun di sini lebih
ditekankan pada pelayanan kesehatan pada suatu
instansi kesehatan yaitu puskesmas. Setiap manusia
sangat membutuhkan kesehatan untuk bisa
melakukan aktivitasnya dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya, untuk memenuhi kesehatan tersebut perlu
adanya tempat untuk mereka berkonsultasi mengenai
kesehatan mereka sampai di mana mereka bisa
berobat dan pelayanan yang harus mereka dapatkan
harus bersifat mutlak, untuk lebih jelas berikut
beberapa definisi tentang pelayanan.
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Dalam Charles H. Levin, B. Guy Peter dan Frank J.
Thompson, (Public Administration, “Challenges,
Choices, Consequences” halaman 19) In public
administration require a form of government and
how many government programs related to socio-
economic and political support of their work to be
more kind and honest. But environmental factors also
affect the efficiency, effectiveness, responsiveness and
accountability of public works in every activity of
entrepreneurs . Pelayanan dapat diartikan pemberian
layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat
yang mempunyai kepentingan dalam organisasi itu
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Pelayanan
Publik Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan
publik adalah serangkaian atau rangkaian dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan
pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan yang baik dikatakan sebagai
kunci dari kemajuan sebuah organisasi, baik
organisasi pemerintahan maupun swasta. Oleh karena
itu, seorang pegawai dituntut untuk profesional dalam
pekerjaannya.

Ratminto dan Winarsih (2005:23-24)
menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan
pelayanan public harus memiliki standar pelayanan
yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya
kepastian bagi penerima layanan.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik
harus memilik standar pelayanan dan dipublikasinkan
sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima
pelayanan. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur
(Undang-undang nomor 25 tahun 2009 pasal 1).
Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2009
tentang standar pelayanan, sekurang-kurangnya
meliputi:
a. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi
dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
b. Waktu peenyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat
pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian
pelayanan termasuk pengaduan.
c. Biaya pelayanan
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang
ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

d. Produk peleyanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengamn
ketentuan yang telah ditetapkan
e. Sarana dan prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang
memadai oleh penyelenggara pelayanan publik
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus
ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan,
keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang
dibutuhkan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian
deskriftif dengan menggunakan pendekatan metode
kualitatif, prosedur pemecahan masalah dengan cara
menggambarkan atau melukiskan keadaan atau
subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat
dan lain-lain). Agar menjadi lebih rinci kemudian di
analisis dengan metode kualitatif. Untuk
mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis
menggunakan teknik wawancara dan observasi guna
mendukung data lapangan yang telah didapatkan.
Penelitian ini memiliki subjek penelitian sebagai
landasan untuk mendapatkan informasi-informasi
saat meneliti, yaitu sebagai berikut: a) Kepala
Puskesmas Kampung Kawat b) Pegawai/Petugas
Puskesmas Kampung Kawat  c) Masyarakat
pengunjung Puskesmas Kampung Kawat

Dalam penelitian ini penulis menggunakan
pengolahan data melalui analisis kualitatif. Menurut
Silalahi (2010:339) analisis data kualitatif adalah data
kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan
bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun
dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi.

D. PELAYANAN PUSKESMAS KAMPUNG
KAWAT KECAMATAN TAYAN HILIR

1. Prosedur Pelayanan
Berdasarkan hasil wawancara penulis

dengan masyarakat yang sedang berada di puskesmas
tersebut didapat bahwa: “Masyarakat yang berinisial
DY, menyatakan bahwa sebenarnya prosedur
pelayanan yang ada di puskesmas tersebut tidak
berbelit-belit namun untuk informasi alur
pelayanannya saja yang tidak ada sehingga bagi
pengunjung yang tidak tanggap untuk bertanya akan
kebingungan harus kemana dulu, karena dari pihak
pegawainya tidak menyapa pengunjung yang
datang”. Kemudian penulis mewawancara petugas
puskesmas yang berinisial SB “SB menyatakan
bahwa dirinya hanya bawahan dan hanya
melaksanakan tugas yang sudah ada, mengenai
penginformasian prosedur/alur pelayanan itu
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kewenangan kepala Puskesmas karena beliau yang
berhak membuat kebijakan dan yang mengatur
manajemen puskesmas”. Dan terakhir penulis
mewawancara kepala puskesmas dan beliau
menyatakan “prosedur/alur pelayanannya memang
sudah ada namun tidak diinformasikan, karena sudah
ada loket-loket pendaftaran pasien yang telah
disediakan dan ditempatkan di depan puskesmas,
seharusnya pengunjung puskesmas sudah tahu harus
kemana dahulu dan pengunjung bisa lansung ke loket
untuk melakukan pendaftaran. Sebenarnya
prosedur/alur pelayanan di puskesmas ini tidak rumit
dan berbelit-belit kalau pengunjung tersebut
mengerti, lanjut kepala Puskesmas tersebut”.

Dari beberapa wawancara tersebut penulis
menganalisis bahwa apa yang dilakukan pihak
Puskesmas tidak seharusnya di lakukan seperti itu
karena pihak puskesmas menganggap bahwa
pengunjung yang datang sudah mengerti dengan
prosedur/alur pelayanan yang ada di puskesmas
tersebut, seharusnya pihak puskesmas tidak
menganggap semua pengunjung itu mengerti karena
belum tentu pengunjung yang datang itu tahu dengan
prosedur yang ada di puskesmas  tersebut dan ini
mengindikasikan bahwa pelayanan di puskesmas
bertentangan dengan undang-undang nomor 25 tahun
2009 tentang standar pelayanan, terutama pada
transfaransi prosedur pelayanan.

2. Waktu pelayanan

Keadaan yang terjadi di puskesmas
Kampung Kawat berbeda  dengan teori yang ada
karena di puskesmas Kampung Kawat tidak memiliki
perincian jangka waktu penyelesaian pelayanan
kepada peminta layanan. Hasil penelitian lapangan
yang dilakukan penulis, penulis menemukan ada
penyimpangan yang terjadi, pada saat melakukan
observasi penulis menemukan seorang pasien berada
di ruang laboratorium untuk mendapatkan layanan
kesehatan namun di laboratorium tersebut tidak
kelihatan adanya petugas lab tersebut. Berdasarkan
hasil wawancara dengan pengunjung puskesmas yang
berinisial SR, sebagai berikut:“ SR menyatakan
bahwa petugas yang bertugas di LAB tersebut sedang
ke luar puskesmas”. Penulis mendapatkan informasi
tersebut dan penulis mengambil kesimpulan bahwa
pasien tersebut diterlantarkan lantaran ketiadaan
petugas yang seharusnya berada di tempat kerjannya,
hal ini membuat jangka waktu penyelesaian menjadi
lama. Berikutnya penulis mewawancarai seorang
pengunjung yang baru saja selesai berobat yang
berinisial EF sebagai berikut: EF menyatakan bahwa
waktu dalam penyelesaian pelayanan tidak ditentukan
sehingga terkadang cepat dan terkadang lama

tergantung jenis pelayanan yang diminta oleh
pengunjung. Untuk masalah waktu pelayanan, EF
mengatakan sudah cukup bagus namun ada hal-hal
tertentu yang biasanya membuat waktu penyelesaian
pelayanan tersebut lama misalnya petugas atau dokter
di puskesmas tersebut sedang keluar dan terpaksa
harus menunggu sampai petugas atau dokter itu
kembali”. Wawancara yang dilakukan penulis dengan
salah satu petugas puskesmas yang berinisial AR,
sebagai berikut: AR menyatakan bahwa untuk waktu
penyelesaian pelayanan itu tergantung jenis penyakit
dan jenis perawatannya jadi terkadang cepat dan
terkadang lama, memang untuk gambaran secara
umum sudah ada perencanaan waktu penyelesaiannya
namun itu hanya sebagai acuan saja”.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala
Puskesmas sebagai berikut:  beliau menyatakan
bahwa untuk perencanaan waktu penyelesaian
layanan memang ada tetapi tidak di informasikan ke
pengunjung karena ini hanya bahan acuan petugas
dalam memberikan pelayanan saja”. Dari hasil
wawancara tersebut faktor utama permasalahan
lamanya waktu penyelesaian pelayanan ini adalah
kedisiplinan petugasnya, seperti yang sudah
dijelaskan di atas bahwa kedisiplinan juga
mempengaruhi penyelesaian waktu pelayanan dan
puskesmas Kampung Kawat tidak transfaransi dalam
penginformasian jangka waktu penyelesaian
pelayanan, sudah di jelaskan bahwa transfaransi
menjelaskan setiap informasi yang berkenaan dengan
pasien/pengunjung puskesmas haruslah
diinformasikan dengan mudah dan dapat di akses
oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan
secara memadai dan mudah dimengerti.

3. Biaya pelayanan

Wawancara yang dilakukan dengan salah
satu pengunjung puskesmas yang sedang berobat,
pengunjung tersebut berinisial EF, sebagai berikut:
EF menyatakan bahwa memang untuk
penginformasian biaya pelayanan tidak ada, EF
melanjutkan bahwa sebenarnya ketidakadaan
informasi masalah biaya pelayanan itu tidak
mempengaruhi keberadaan pengunjung asalkan
pelayanan yang diberikan cukup memuaskan
pengunjung itu sudah merupakan hal yang baik
meskipun mungkin biaya yang dikeluarkan tidak
sesuai dengan ketentuan biaya yang sudah dibuat”.
Untuk lebih jelas penulis melakukan wawancara
dengan Kepala Puskesmas Kampung Kawat, beliau
mengatakan memang untuk penginformasian jumlah
biaya pelayanan tidak ada, karena pada saat
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pendaftaran di loket petugas akan menginformasikan
besaran biaya pelayanannya. Ketidakjelasan dan
ketidakpastian besarnya biaya yang harus dikeluarkan
oleh masyarakat membuat masyarakat mengira-ngira
besaran biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan
apa yang telah di tetapkan undang-undang terutama
dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang
pelayanan publik. Dalam hal ini pihak puskesmas
harus memperhatikan penginformasian tentang
perincian dan kepastian biaya pelayanan kesehatan
sesuai dengan jenis/produk pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada masyarakat sesuai dengan undang-
undang yang berlaku.

4. Produk pelayanan

Hasil wawancara yang di lakukan penulis
dengan salah satu pengunjung puskesmas yang
berinisial KY, sebagai berikut: “KY mengatakan
bahwa sangat kecewa dengan pelayanan yang
diberikan  puskesmas tersebut, sempat terlontarkan
kata “kalau harus mati, mungkin mati duluan” karena
harus menunggu lama lantaran pada saat itu dokter
sedang tidak ada di tempat sehingga mengharuskan
untuk menunggu lama”. Mengenai sanksi terhadap
petugas yang tidak disiplin, untuk itu penulis
mewawancarai Kepala Puskesmas tersebut, dan hasil
dari wawancara tersebut didapatkan sebagai berikut:
bahwa beliau mengatakan untuk sanksi yang sudah
dilakukan sampai saat ini hanya sebatas teguran saja
karena untuk memberikan sanksi yang lebih berat
belum dilakukan karena petugas/pegawai yang tidak
disiplin itu hanya pada satu hal saja yaitu sering pergi
saat jam kerja dan itupun beralasan jadi sulit rasanya
untuk memberikan sanksi yang berat”. Salah satu
indikator keberhasilan pelayanan kesehatan
perorangan di puskesmas adalah kepuasan pasien.
Kepuasan didefinisikan sebagai penilaian pasca
konsumsi, bahwa suatu produk yang dipilih dapat
memenuhi atau melebihi harapan konsumen,
sehingga mempengaruhi proses pengambilan
keputusan untuk pembelian ulang produk yang sama.
Pengertian produk mencakup barang, jasa, atau
campuran antara barang dan jasa. Produk puskesmas
adalah jasa pelayanan kesehatan.

5. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di
puskesmas Kampung Kawat memang sudah bisa
dikatakan lengkap namun untuk kelayakannya masih
perlu dipertanyakan. Misalnya sarana mobil
Ambulan,  memang bentuk fisiknya masih ada
namun tidak operasional lagi, dikarenakan mobil
yang sudah rusak dan sepertinnya tidak terawat.

Selain fasilitas ambulance yang sudah
tidak layak pakai masih ada juga sarana dan
prasarana yang tidak layak di pakai juga. Melihat
kondisi yang seperti itu penulis mewawancarai
Kepala Puskesmas, dari hasil wawancara tersebut
adalah : beliau mengatakan bahwa mobil tersebut
beroperasi sekitar dua tahun lebih dan sudah kurang
lebih satu tahun dibiarkan seperti itu. Mengapa mobil
tersebut dibiarkan seperti itu karena  mobil tersebut
merupakan pemberian dari kabupaten dengan kondisi
bekas dengan umur mobil yang sudah tua. Dan satu
lagi yang membuat mobil tersebut dibiarkan karena
ketika mobil tersebut rusak pihak puskesmas lansung
menginformasikan ke dinas kesehatan kabupaten dan
dari pihak dinas kesehatan menjanjikan akan
mengganti mobil tersebut dengan mobil yang baru,
namun sampai sekarang mobil yang dijanjikan belum
ada”.

Berdasarkan hasil wawancara denngan
kepala puskesmas Kampung Kawat penulis
menganalisis bahwa mobil Ambulance tersebut di
hibahkan ke puskesmas Kampung kawat sekitar
tahun 2009 dan beroperasi kurang lebih dua tahun
sampai dengan tahun 2011, dan sudah tidak
beroperasi selama satu tahun.

6. Kompetensi petugas pemberi layanan

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan
yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.,
kompetensi petugas pemberi layanan harus
ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan,
keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang
dibutuhkan.

Penulis mewawancarai kepala Puskesmas
Kampung Kawat , menyatakan bahwa untuk
kompetensi petugas/pegawai masih di dominasi
petugas berlatar belakang pendidikan sederajat SLTA
namun untuk sekarang ini sudah ada pegawai/petugas
yang pendidikannya D-III keperawatan dan satu
Dokter yang berpendidikan S-1, untuk kompetensi
yang dimiliki tidak bisa dilihat hanya dari segi
pendidikannya saja pengalaman kerja juga menjadi
hal penting dalam meningkatkan mutu pelayanan.
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam

menentukan pimpinan baik itu pimpinan puskesmas
maupun pimpinan di bagian-bagian kerja puskesmas,
pihak puskesmas Kampung Kawat tidak melihat dari
tingkat pendidikannya dan golongannya melainkan
melihat dari umur, pengalaman dan kemampuan yang
dimilliki oleh petugas atau pegawai tersebut. Penulis
menganalisis bahwa  kompetensi seorang pegawai
juga tidak bisa dilihat dari latar belakang
pendidikannya karena belum tentu tingkat pendidikan
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yang tinggi itu kualitas kinerjanya bagus. Kompetensi
seorang pegawai bisa dilihat dari tingkat kemampuan
dan pengalamannya ada pepatah yang mengatakan
bahwa “pengalaman adalah guru terbesar dalam
hidup manusia”, beranjak dari pepatah tersebut
bahwa pengalaman sangat penting dalam
menyelesaikan suatu permasalahan terutama dalam
pelayanan.

E. PENUTUP
1. Kesimpulan dan Saran

1.1. Pada Prosedur pelayanan, masyarakat
masih bingung dengan alur pelayanan
yang ada di puskesmas Kampung Kawat
karena puskesmas memberikan informasi
yang menunjukkan alur pelayanan dari
mulai mendaftar sampai pada hasil yang
diinginkan, dengan demikian pihak
puskesmas tidak terbuka dengan
masyarakat mengenai prosedur pelayanan
terutama alur pelayanan.

Diharapkan agar Puskesmas
Kampung Kawat dapat lebih
meningkatkan mutu pelayanan terhadap
masyarakat sehingga masyarakat merasa
puas terhadap layanan yang diberikan.
Kemudahan prosedur pelayanan
merupakan hal yang utama di lakukan,
dengan membuat alur pelayanan
kemudian diinformasikan sehingga
masyarakat mudah dan mengerti alur
pelayanan yang diberikan.

.
1.2. Ketepatan waktu merupakan salah satu

faktor yang patut untuk diperhitungkan.
Dalam hal ini pelayanan yang diberikan
oleh puskesmas Kampung Kawat
terutama dalam hal ketepatan waktu,
belum bisa dikatakan memuaskan. Hal ini
dikarenakan kurang disiplinnya pegawai
dalam menjalankan tugas seperti yang
sudah dijelaskan pada bab sebelumnya
bahwa petugas tidak ada di tempat kerja
sehingga masyarakat yang berurusan
dengan petugas tersebut menjadi lama.
Kemudian pihak Puskesmas Kampung
Kawat tidak menginformasikan
perencanaan penyelesaian waktu
pelayanan yang sudah dibuat agar
masyarakat tahu.

Waktu penyelesaian pelayanan juga
menjadi indikator tercapainya pelayanan
yang baik dan tercapainya kepuasan
masyarakat akan pelayanan yang
diberikan. Dengan demikian dalam hal ini

puskesmas Kampung Kawat harus
menginformasikan perencanaan waktu
penyelesaian pelayanan yang sudah di
rencanakan, kemudian puskesmas
Kampung Kawat harus bisa meningkatkan
kualitas petugasnya terutama
kedisiplinannya karena kedisiplinan
sangat mempengaruhi lama penyelesaian
pelayanan.

1.3. Dalam hal biaya pelayanan ternyata
masih tidak transparan, hal ini terbukti
dengan tidak adanya perincian biaya
pelayanan yang seharusnya
diinformasikan pada loket-loket
pendaftaran sehingga masyarakat tahu
besaran biaya yang harus dikeluarkan.
Ketidakadilan dalam pelayanan
masyarakat pengguna askes juga menjadi
faktor penting dalam hal ini, karena
pembedaan pelayanan yang diberikan
pada pengguna kartu askes dengan
pelayanan umum yang mana pengguna
askes dijamin tidak mengeluarkan biaya
apapun sedangkan mereka (petugas
puskesmas) lebih melayani pengunjung
yang tidak menggunakan kartu askes.

Dalam biaya pelayanan pihak
puskesmas harus menginformasikan
perincian biaya pelayanan agar
pengunjung tahu  besaran biaya
pelayanannya. Kemudian dalam
pemberian pelayanan tidak membeda-
bedakan pelayanan yang diberikan kepada
pengguna Askes dan yang bukan
pengguna Askes.

1.4. Pemberian produk pelayanan di
puskesmas tersebut belumlah maksimal,
dalam hal ini yang dimaksud produk
adalah produk yang bersifat jasa
pelayanan bukan produk yang berupa
obat-obatan. Indikator yang menjadi
ketidakpuasan masyarakat terhadap
produk jasa pelayanan di puskesmas
tersebut berkaitan dengan rendahnya
kedisiplinan petugas pelayanan sehingga
pelayanan menjadi lama sedangkan
masyarakat ingin segera mendapatkan
pelayanan tersebut.

Sebaiknya petugas yang bertugas
melayani masyarakat dapat mentaati
peraturan yang berlaku di puskesmas dan
lebih disiplin dalam bertugas karena



PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara,  Volume 2 Nomor 1, April 2013
http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id , http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr

Didi Suhendar 7
Ilmu Adminisrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

masih banyak petugas yang tidak disiplin
dalam melaksanakan tugasnya, dengan
demikian pemberian produk pelayanan
bisa berjalan dengan baik dan pengunjung
merasa puas dengan produk pelayanan
tersebut

1.5. Dari segi sarana dan prasarana di
puskesmas Kampung Kawat sudah bisa di
bilang cukup baik namun memang masih
ada sarana dan prasarana yang tidak layak
untuk di gunakan misalnya pada sarana
ambulan yang sudah tidak bisa beroperasi
dan ada beberapa sarana dan prasarana
yang tidak layak digunakan.

Diharapkan puskesmas Kampung
Kawat perlu memperhatikan fasilitas-
fasilitas yang sudah tidak berfungsi lagi
untuk di ganti dengan yang lebih baru dan
bisa menunjang perbaikan mutu
pelayanan kepada masyarakat, kemudian
puskesmas Kampung Kawat harus
memperhatikan kebersihan dan
kenyamanan pengunjung misalnya
kebersihan toiletnya dan kenyamanan
pengunjung dalam menunggu proses
pelayanan yaitu pada kursi tempat
pengunjung menunggu untuk membuat
tempat atau ruangan khusus menunggu.

1.6. Untuk kompetensi pelaksana pelayanan
adalah kemampuan yang harus dimiliki
oleh pelaksana palayanan yang meliputi
pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan
pengalaman. Dalam hal ini memang
penempatan pelaksana pelayanan tidak
berdasarkan pengetahuan pendidikan yang
dimilikinya namun dilakukan dengan
melihat pengalaman dan keahlian yang
dimilikinya.

Diharapkan puskesmas Kampung
Kawat bisa mengkombinasikan
kompetensi pegawai/petugas puskesmas
dengan pengalaman kerja setiap
pegawai/puskesmas, salah satu cara yang
bisa di lakukan adalah mengadakan
Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)
untuk meningkatkan kecakapan
pegawai/petugas untuk meningkatkan
mutu pelayanan di Puskesmas Kampung
Kawat.
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